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Abstrak

Penelitian ini membahas penggunaan dokumen yang dilindungi tax amnesty
sebagai alat bukti dalam proses penetapan tersangka dan melakukan penahanan
oleh Penyidik, dalam hal ini oleh Bareskrim Mabes Polri, dengan studi kasus
pengalihan saham Success Overseas Finance Limited (SOFL) ke PT Grahaidea
Selarasindo (PT GS). Dokumen-dokumen terkait pengampunan pajak yang
digunakan sebagai alat bukti tidak memenuhi syarat formil suatu alat bukti karena
cara perolehan barang bukti melanggar Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pengampunan Pajak, yang melarang data terkait tax amnesty
digunakan dalam penyidikan, penuntutan, atau penyelidikan pidana. Berdasarkan
penelitian hukum normatif, tindakan Bareskrim Mabes Polri sebagai Penyidik
dianggap bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, karena penggunaan alat
bukti yang tidak sah berpotensi menghilangkan syarat minimal dua alat bukti
sebagaimana diatur dalam KUHAP sehingga penetapan tersangka dan penahanan
yang dilakukan berpotensi dinyatakan tidak sah. Penelitian ini menyoroti
pentingnya integritas hukum dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sekaligus memberikan
rekomendasi atas upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menanggulangi
penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum khususnya dalam tahap
penyidikan.

Kata Kunci: Tax Amnesty; Penyalahgunaan Wewenang; Perlindungan Hukum.



Abstract

This research discusses the use of documents protected by tax amnesty as evidence
in the process of determining suspects and making detentions by Investigators, in
this case by Bareskrim Police Headquarters, with a case study of the transfer of
Success Overseas Finance Limited (SOFL) shares to PT Grahaidea Selarasindo
(PT GS). The tax amnesty-related documents used as evidence do not meet the
formal requirements of evidence because the method of obtaining evidence violates
Article 20 of Law Number 11 Year 2016 on Tax Amnesty, which prohibits tax
amnesty-related data from being used in criminal investigations, prosecutions, or
investigations. Based on normative legal research, the actions of the Police
Headquarters Criminal Investigation Unit as an Investigator are considered
contrary to the principle of legal certainty, because the use of unauthorized
evidence has the potential to eliminate the minimum requirement of two pieces of
evidence as stipulated in the Criminal Procedure Code so that the determination of
suspects and detention carried out is potentially declared invalid. This research
highlights the importance of legal integrity and protection of rights and obligations
specified in laws and regulations, as well as providing recommendations for legal
remedies that can be taken to overcome abuse of authority by law enforcement
officials, especially in the investigation stage.

Keywords: Tax Amnesty; Abuse of Authority; Legal Protection.
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